PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 /04 / DPRD-BLG / 2020
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP 9 (SEMBILAN) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Balangan Dengan Acara Penyampaian
Kepala Daerah, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD,
Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pemandangan Umum
.. Fraksi-Fraksi DPRD terkait 9 (Sembilan) buah Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, yang akan
' dilanjutkan dengan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan
Dacrah tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan
Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat 1 Terkait 9 (Sembilan) buah
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
~ Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor
4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

2. Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor \




10.

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019
nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6398);

Undang — Undang RI Nomor 17 Tahun 2914 tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6187);

mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang No

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 157 );

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Balanga!n Nomor 01 Tahun 2018 Teriang Tata Terltfsblggi\tfzﬁ
Perwakxllan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagaiman

’;;lah diubah dengan Peraturan Dewan Perwa;kilan Rak z:t1
o ::Jsthabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentgng
o ahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7 r;g)aten Balangan'Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata

ertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan

\.




memperhatikan

N

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Rapat Paripumna Penyampaian Kepala Daerah, Pan:puma
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, dan Paripurna
Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pemandangan Umum
Fraksi-Fraksi DPRD terkait 9 (Sembilan) Buah Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, Tanggal 20 April

2020 ;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERKAIT
9 (SEMBILAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BALANGAN PADA PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020 ;

Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terkait 9 (Sembilan) Buah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Pada

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 adalah

Rancangan Peraturan Daerah tentang ;

Penggabungan Desa.

Ketahanan Pangan.

Retribusi Penyedotan Tinja / Kakus.

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Larangan,

dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila.

f. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat.

g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

i. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

oao oW

Pembicaraan Tingkat 1 sebagaimana DIKTUM KESATU
dinyatakan selesai apabila proses pembahasan rancangan
peraturan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dilanjutkan
dengan Pembicaraan Tingkat II ;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 20 April 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BALANGAN
ctua,

AUZAN, S. E.

WAKIL KETUA,

LS. Ag, M. I. Kom H. UPI WANDI




